PE
RATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 18 TAHUN 2007
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Menimbang

Mengingat

. Undang-Undang Nomor 1

_ Undang-Undang Nomor

_ Peraturan Pemern

_ Peraturan Pemé
han Antara P

. Peraturan Pem

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI,

a : :
bahwa untuk mewujudkan peningkatan pelayanan di bidang perijinan

maka perlu mensinergikan berbagai
pelayanan terpadu; ? b e

b. bahwa organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pelayanan

perijinan adalah tersebar di berbagai dinas daer. i

ah, sehingga untuk
me!gksanakan maksud huruf a dalam rangka koordinasi gglayanan
perijinan tersebut perlu ditangani oleh Lembaga Teknis Daerah yang

berbentuk suatu Badan Pelayanan Perijinan terpadu;
bahwa pembentukan organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana

dimaksud huruf b sudah sesuai dengan hasil evaluasi kelembagaan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan serbagaiman dimaksud pada huruf a,

b dan ¢ perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
ahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-

si (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tambahan Lembaran Negara Republik

. Undang-Undang Nomor 29 t
Daerah Tingkat Il di Sulawe
Tahun 1959 Nomor 74,
Indonesia Nomor 1822);

0 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
embaran Negara Republik

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan L

sia Nomor 4389);

i 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerzah
[ i 125
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2904 Nomor 125,
éambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang_-l:n:a,r;g Nomc:ir Sngaat:]ugn

an Peraturan Pemenintd gnggan -
2005 tertang FErly Perubahan Atas Undang-Undang

Tahun 2005 tentang i
Undang Nomor n Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang

Nomor 32 Tahu ' '
lik Indonesia Nomor 4547);

{Lombarsh i T:lf uz:)mor 79 Tahun 2005 tentanghPedgmag

Pemerintahan Dera
i an Pengawasan Penyelqugaraan

iemlzgf:n" gdegara Republik Indonesia Tahun 2005 Non}or 165,

'(ren;) han Lembaran Negara Repub!iklndones:a Nomor 4594),

o rintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
emerintah, Pemerintah Daerah Provinsl,

Urusan Pemerinta Negara Republik
: h Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rep
Dan Pemerinto! Dac;rgm Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

indonesia TN o 473
Republ indono=" tah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
ara Republik [ndonesia Tahun 2007

grin
mbaran Neg
h(Le publik Indonesia

Perangkat Daér@ Lembaran Negara Re

Tambahan
Nomor 4741).
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGA!
dan
BUPATI BANGGAI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Bangga.
2 Pemerintah Daerah adalah Bupal dan Peranghat Daersh serbaga unsys Penyeienggara
pemerintahan Daerah
Bupati adalah Bupat Banggai;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah y2ng selanjutnya disebut DPRD adaah lembaga Perwarian
Rakyat Daerah Kabupaten Bangga sebaga unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
. Lembaga Teknis Dacrah '
. i 2h adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggar
Kepala Badan Pelayanan Perjnan Terpadu yang ;e!arqmya deebut Kepala Badan adalah

' pelayanan Perijinan Kabupaten Bangga,
Kepala Badan "' . oleh Pemen’ntah Daerah berdasarkan Peratyan Daerah

8. ljin adalah dokumen yang dik . '
il\tau peraturan lainnya yang merupakan buktl legaltas, menyatakan sah aau diperbolehian
ceseorang atau badan untuk melm usaha atau kegiatan tenentu. _ i

9. Perijinan adalah pembefiatr;nl:qaxtas yepada seseorang aau pelaky usahakegiatan tenentu.

dalam bentuk ijin maupun a daftar usaha _

10. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana teknis tententu daiam pet:ﬁ,nam kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempuny2 wiayzh kefja satu atay
beberapa kecamatan. .

1" Jabataan) fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 13753473 jawab, wewenang dan

- Jabatan 0 awai Neger Spi daam suaty S2C80 PR yang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandin

B w

-
:
¥

BAB I!
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Peiayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banggal
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Pasal 7

(;) Eﬁg%ﬁgalfefj(;::; eg'aﬂ';"g'a’:ja‘::e“ Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab
ub Bani eyl

:3i gﬁgﬂgg;Z{%Z%%E}EgEE;%E%;:&%%%gg,_e :nke;::la sub I.Jagian yanq berada di bawah dan

1 s et i S o ot
langsung kepada Kepala Bidang.p'n oleh Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab

(5) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupat.

Pasal 8

(1) Baggn Struktur Organisasi Bgdan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam
Iamplran yang merupakan ba_gran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
(2) Penjabaran tugas dan fungsi Satuan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Kerja

Pasal 9

epala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala

Seksi, dan Kelompok Jabatan fungsional menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan
Simplifikasi (KISS) secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar

satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas, K

Pasal 10

di penyimpangan agar

anisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terja
undangan.

Setiap pimpinan satuan 0rg _
yang diperlukan sesual dengan peraturan perundang-

mengambil langkah-langkah

Pasal 11
anisasi bertanggung jawab memimpin, mengkordinasikan dan memberikan

Setiap pimpinan satuan 0rg
iy gi pelaksanaan tugas bawahannya.

bimbingan serta petunjuk ba
Pasal 12

gikuti dan mematuhi petunjuk dan bertangung jawab

asi wajib men
rkala tepat pada waktunya.

Setiap pimpinan satuan organis
A kan laporan be

kepada atasannya serta menyiap
Pasal 13

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi
daz bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih
lanjut.

(2) Dalam penyampaian apord
menyampaikan tembusan kep
hubungan kerja.

n sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baw .
ada satuan organisasi lain yang secara ﬁ(m)gsional a::npm;bi
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BAB W1
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
(1 Semua{en[s perij'i'pan akan diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
() Semua jenis perijinan yang pelaksanaannya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, mekanisme
dan prosedur pelayanan perijinannya akan diatur dengan peraturan Bupat. ' sme

Pasal 15

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini
berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan
diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

2 -Ditetapkan di Luwuk
,/\ " #padatanggal 27 Desember 2007
\ Wiy,

EMBAR DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2008 NOMOR 4
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